KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 27 /Kpts/KPU-Kab.017.433877 /TAHUN 2015

TENTANG

JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

Menimbang;:

Mengingat:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41

ayat (2) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penétapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2015;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Dompu Tentang Jumlah dan Sebaran
Dukungan sebagai persyaratan pencalonan bagi
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69
Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara R i
Indonesia Nomor 1655);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5678);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemililhan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun
2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, DW’
Walikota dan Wakil walikota;
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7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisl Independen Pemilihan Kabupaten/
Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati
Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/
TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Dompu Tahun 2015;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Dompu Nomor: 09/Kpts/KPU-Kab.017.433877/
TAHUN 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, Pembentukan
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),
Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun
2015;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Dompu Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab.017.433877/
TAHUN 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Dompu Tahun 2015;

Memerhatikan: 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara
Pemerintah Kabupaten Dompu dengan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor:
900/681/BANT/2015 dan Nomor: 1/KB/ = ¢
017.433877/2015;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

-
-

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor:
201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 Perihal
DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Dompu Nomor:34 ~/BA/KPU-
Kab.017.433877 /TAHUN 2015 tanggal 23 Mei 2015
Tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan
sebagai persyaratan pencalonan bagi Pasangan
Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU TENTANG JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN BAGI PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri
sebagai Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 apabila
memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

1. didukung paling sedikit oleh 10% (sepuluh persen)
dari jumlah penduduk Kabupaten Dompu yang
berjumlah 211.198 (dua ratus sebelas ribu seratus
sembilan puluh delapan) jiwa;

2. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada
angka 1 harus tersebar di lebih dari 50% (lima
puluh persen) kecamatan di Kabupaten Dompu yang
berjumlah 8 (delapan) kecamatan.

Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU angka 1 paling sedikit 21.120 (dua puluh satu
ribu seratus dua puluh) jiwa dari jumlah penduduk
Kabupaten Dompu yang telah memenuhi syarat sebagai

pemilih.

Jumlah sebaran dukungan sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU angka 2 paling sedikit 5 %.

Kecamatan.
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KEEMPAT

KELIMA

Dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA
dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu
Keluarga/Paspor/Identitas lain yang masih berlaku sesuai
ketentuan peraturan Perundang-Undangan, dan dukungan
hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon

perseorangan.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 23 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
CKABUPATEN DOMPU

L

RUSDYANTO
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